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Ringkasan

Pajak adalah sumber utama untuk Negara, Tanpa adanya pemungutan pajak negara tidak
akan melaksanakan pembangunan. Dari penerimaan pajak tersebut akan digunaka untuk
membantu berbagai pengeluaran untuk pembangunan, seperti infastruktur. Tujuan
Peneliatian Ini : agar bisa mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
Terhadap Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. penelitian kualitatif adalah
metodenya. Teknik analisis data yang digunakan Mengumpulkan data, Mengelolah data
dengan menghitung  tingkat kepatuhan PBB dengan Rumus tingkat kepatuhan,
Menyimpulkan data. Teknik pengumpulan data dengan cara interview dan observasi juga
digunakan untuk menggali informasi yang akurat. Pajak bumi dan Bangunan diberikan
Kepada pemerintah Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kepatuahan Wajib Pajak Bumi dan
Bangunan di Dinas Badan Keuangan Daerah cukup baik ditunjukan melalui data yang
didapatkan dari tempat, sehingga tidak ada berbeda pendapat dan kesalahan ataupun
kecurangan yang terjadi dalam pembayaran pajak supaya mengoptimalkan Tingkat
Kepatuhan WP dalam realisasi. Kriteria dari perhitungan Analisis Rasio ditinjau dari tingkat
kepatuhan dimana tahun ke tahun menunjukkan hal positif yaitu meningkat setiap tahunnya

setiap tahun 2013-2018 terus saja mengalami peningkatan.

Kata kunci: Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan
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1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang masuk ke negara, tanpa adanya
pembayaran pajak maka tidak akan melaksanakan pembangunan. Pendapatan dari pajak yang
akan membantu berbagai kebutuhan seperti infrastruktur pembangunan berupa pembangunan
sarana umum dan lain-lain. Maka dari itu, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang lebih
besar untuk menyumbang pada negara untuk mensejahterakan masyarakat. Pemasukan pajak
yang selalu meningkat setiap tahun pemerintah harus mengeluarkan peraturan untuk
meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Yang dilakukan pemerintah dalam mendukung
pengembangan daerah sehingga adanya hubungan baik antara pihak pemerintah pusat dan daerah
menjadi. Pada tahap selanjutnya berupa penagihan dan pelayanan pajak bumi dan bangunan yang
pada akhirnya diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan.

Adapun berbagai masalah yang masih terjadi di indonesia yakni: minimnya tingkat
kepercayaaan masyarakat untuk membayar pajak, tingkat kepatuhan pada rakyat indonesia
sangat rendah, adanya kesenjangan antara pendapatan wajib pajak yang sangat rendah dengan
pembayaran pajak yang tinggi.

Dengan terjadinya masalah diatas yang membuat masyarakat untuk menghindar dalam
pembayaran pajak. Dilihat dari sisi lain, kurang adanya keterbukaan atau transparansi antara
pemerintah dengan masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan pemungutan pajak tidak sebatas
formalitas semata, tetapi harus dijelaskan bagaimana alur pendanaan kegunaanya untuk apa saja
oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak pihak pemerintah harus menggunakan
sistem akrual dalam membuat laporan keuangan. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan mengungkapkan kejelasan atau keseriusan dalam pendataan

pembayaran pajak oleh pihak pemerintah. Pengelolaan keuangan juga harus adanya transparansi



antara pihak pemerintah kepada rakyat agar adanya kepercayaan dan tidak adanya kecurangan
yang terjadi.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian
dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak
Bumi Dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : Untuk
mengetahui  Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Terhadap Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
1.4 Manfaat Penelitian

a. Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan menambah wawasan untuk peneliti
dimasa yang akan datang dengan judul yang sama.

b. Bagi Peneliti, penelitian ini dijadikan bahan acuan tentang penelitian yang sama yakni
pajak bumi dan bangunan, terutama ketaatan wajib pajak sehingga dapat bermanfaat bagi
dimasa yang akan datang.

c. Bagi universitas, sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan
bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai tingkat kepatuhan
wajib PBB khususnya Pendapatan Asli Daerah

d. Bagi tempat penelitian, diharapkan bisa dijadikan bahan penyusunan peraturan tentang

perpajakan sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat.
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